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Abstrak 

Rumusan masalah yang dikaji ada 2: (1)Perlindungan hukum neigara teirhadap anak teinaga keiseihatan 

yang meininggal dunia akibat Covid 19; (2)Implikasi hukum tanggung jawab negara terhadap anak 

tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19. Tujuannya untuk menganalisis perlindungan 

hukum apa saja yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap anak 

tenaga kesehatan yang ditinggalkan dan menganalisis implikasi hukum apabila pemerintah tidak 

melaksanakan secara optimal. Meitodei pe ineilitian yang digunakan adalah meitodei yuridis normatif 

de ingan peinde ikatan peirundang-undangan dan peinde ikatan konseiptual. Hasil pe ineilitiannya yaitu 

Indoneisia yang teilah meimiliki konseip peirlindungan hukum teirhadap anak yang beirdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 seirta beirbagai produk hukum baik Instrumein Hukum Inteirnasional dan Instrumein 

Hukum Nasional. Hasilnya ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tenaga kesehatan 

yang meninggal dunia akibat Covid 19 sebagai beintuk tanggung jawab hukum ne igara yaitu deingan 

meimbuat peiraturan peimeirintah daeirah meilalui Peimeirintah Daeirah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Te ingah dan Jawa Timur, seidangkan peimeirintah daeirah lainnya tidak dibuatkan oleh pemerintah. 

Hanya peiraturan Peimeirintah Daeirah DKI Jakarta saja yang me imeinuhi dan meinjamin hak-hak anak 

teinaga keiseihatan yang meininggal dunia akibat Covid 19. Implikasi hukum atas ke ilalaian neigara akan 

tanggung jawabnya yang tidak optimal dalam me imeinuhi dan meinjamin hak-hak anak teinaga 

ke iseihatan teirseibut maka pe imeirintah dapat digugat. Salah satu yang dite impuh untuk meinggugat 

ne igara adalah meingajukan gugatan citizein law suit. 

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara; Anak Tenaga Kesehatan; Citizen Law Suit. 

Abstract 

There are 2 formulations of the problem studied: (1)State legal protection for health care children 

who die due to Covid 19; (2)Legal implications of state responsibility for children of health workers 

who die due to Covid 19. The aim is to analyze what legal protection the government has issued as a 

form of its responsibility towards the abandoned children of health workers and analyze the legal 

implications if the government does not implement it optimally. The research method used is a 

normative juridical method with legislative analysis and conceptual analysis.The results of the 

research are that Indonesia has a concept of legal protection for children based on Pancasila and the 

1945 Constitution as well as various legal products, both International Legal Instruments and 

National Legal Instruments.The results found that legal protection for the children of health workers 

who died as a result of Covid 19 is a form of state legal responsibility, namely by enforcing regional 

government regulations through the Regional Government of DKI Jakarta, West Java, Tengah Java 

and East Java, meanwhile, other regional governments are not created by the government. Only the 

regulations of the Regional Government of DKI Jakarta protect and guarantee the rights of health 

care children who have died due to Covid 19. The legal implications of the state's negligence 

regarding its suboptimal responsibility in protecting and guaranteeing the rights of children and their 

health care providers can be sued. One of the steps taken to sue the state is to file a citizen law suit. 

 Keywords : State Responsibilities; Children of Health Workers; Citizen Law Suit. 
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1. PENDAHULUAN 

Pandeimi Corona Virus Dise iasei 2019 (Covid 19) yang me ilanda Indoneisia 

meimbeirikan banyak dampak te irhadap seiluruh aspeik peinting dalam ke ihidupan masyarakat. 

Seijak diteitapkannya Covid 19 seibagai beincana nasional me ilalui Keiputusan Preisidein 

(Keippreis) Reipublik Indone isia Nomor 12 Tahun 2020 Te intang Pe ineitapan Beincana Non 

Alam, peinyeibaran Covid 19 seibagai beincana Nasional dan Public Heialth Eimeirgeincy of 

Inteirnational Conce irn (PHEiIC) oleih World Heialth Organization (WHO) yang diteitapkan 

di Jeineiwa ole ih Direiktorat Jeindeiral WHO dibawah naungan Inteirnational Heialth 

Reigulations (Keimeintrian Keiseihatan Reipublik Indoneisia, 2020).1 

Dampak yang te irjadi ada 2087 te inaga keiseihatan Indoneisia gugur akibat Covid 19.2 

Beirdasarkan hal te irseibut peimeirintah sepatutnya meimikirkan nasib anak te inaga keiseihatan 

yang ditinggalkan tersebut, seibab teinaga keiseihatan adalah sebagai garda teirdeipan dalam 

peinanganan Covid 19, baik dari sisi te inaga, waktu dan nyawa tentunya, seihingga teintu 

saja anak-anak yang ditinggalkan ini pe irlu meindapatkan prioritas. 

Neigara me impunyai keiwajiban untuk meilindungi hak se itiap warga neigaranya tanpa 

teirkeicuali, yang didalamnya te irdapat juga hak-hak keilompok reintan, yang salah satunya 

adalah anak-anak.3 Meinurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Te intang Peirubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 Te intang Peirlindungan 

Anak (seilanjutnya dise ibut UU Peirlindungan Anak), peingeirtian “Anak adalah se iseiorang 

yang beilum beirusia 18 (deilapan beilas) tahun, te irmasuk anak yang masih dalam 

kandungan”. 

Anak adalah aseit bangsa dan geineirasi peineirus bangsa untuk itu peiran tanggung 

jawab neigara de imi meiwujudkan peirlindungan bagi anak te inaga keiseihatan yang me ininggal 

dunia akibat Covid 19 haruslah didukung ole ih neigara dalam be irbagai program dan 

keirjasama seimua pihak. Pe irlindungan anak me irupakan tanggung jawab orang tua, 

keiluarga, masyarakat, pe imeirintah dan neigara yang me irupakan rangkaian ke igiatan yang 

dilaksanakan seicara teirus meineirus deimi teirlindunginya hak-hak anak.4 

Berdasarkan uraian diatas apakah neigara teilah meilaksanakan se isuai deingan amanat 

konstitusi yang te ilah ada dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak tenaga 

kesehatan yang ditinggalkan tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya dan implikasi 

hukum apa yang diberikan untuk pemerintah apabila tidak melaksanakan konstitusi, maka 

dalam jurnal ini akan membahasnya. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Meitodei peineilitian yang digunakan dalam pe ineilitian ini adalah me itodei Yuridis 

Normatif (Studi Keipustakaan), yaitu me itodei atau cara yang dipe irgunakan di dalam 

 
1 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (2019-nCoV). 

https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-novel-coronavirus-2019-

ncov-10-februari-2020/. Diakses 9 April 2022. 
2 Lapor Covid-19. Pusara Digital Tenaga Kesehatan. https://nakes.laporcovid19.org/statistik.  Diakses 17 April 

2022. 
3 Tahamata, L. C. O. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Kajian Ketentuan United Nations 

Convention On The Right Of The Child). Jurnal S A S I, 24(1), 43. https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.117 
4 Kamil, A. & Fauzan. 2008. Hukum Perlindungan dan Peingangkatan Anak di Indonesia.  Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hlm. 5. 

https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-novel-coronavirus-2019-ncov-10-februari-2020/
https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-novel-coronavirus-2019-ncov-10-februari-2020/
https://nakes.laporcovid19.org/statistik
https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.117
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peineilitian hukum yang dilakukan de ingan cara meineiliti bahan pustaka yang ada. 

Peindeikatan dalam pe ineilitian ini adalah Pe indeikatan Peirundang-undangan (Statute i 

Approach) yaitu pe indeikatan yang digunakan untuk me ingkaji dan me inganalisis Undang-

undang dan peiraturan yang beirkaitan deingan isu hukum yang se idang diteiliti. Pe indeikatan 

keidua adalah Pe indeikatan Konseiptual (Conceiptual Approach) yaitu peindeikatan yang 

beiranjak dari pandangan dan doktrin yang be irkeimbang dalam ilmu hukum. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Anak me irupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha E isa, yang di dalam dirinya 

meileikat harkat dan martabat se ibagai manusia se iutuhnya.5 Hak asasi anak adalah bagian 

dari hak asasi manusia yang te ircantum dalam UUD 1945 dan Konve insi Peirseirikatan 

Bangsa-Bangsa Te intang Hak-Hak Anak. Dalam ke ihidupan beirbangsa dan beirneigara, anak 

meirupakan geineirasi peineirus cita-cita bangsa, se ihingga seitiap anak beirhak untuk hidup, 

tumbuh, dan beirkeimbang, beirpartisipasi, dilindungi dari tindakan keikeirasan dan 

diskriminasi, seirta beirhak atas hak-hak sipil dan keibeibasan. Meilaksanakan cita-cita 

teirseibut diatas, dibutuhkan suatu political will dari peimeirintah, yaitu me ilalui beintuk 

peirlindungan teirhadap anak-anak yakni dalam pe inyusunan dan me ilaksanakan program 

peimbangunan yang beirwawasan anak.6 

Peirlindungan anak dapat me imbeirikan faeidah bagi anak, orang tua dan 

peimeirintahnya, seihingga koordinasi keirja sama peirlindungan anak peirlu diseileinggarakan 

untuk meinceigah keitidakseiimbangan keigiatan peirlindungan anak se icara keiseiluruhan. 7 

Dasar-dasar peinyeileinggaraan teirhadap peirlindungan teirhadap anak, antara lain: 

a. Dasar Filosofis 

Pancasila se ibagai dasar dalam be irbagai bidang ke ihidupan keiluarga, 

beirmasyarakat, beirbangsa dan beirneigara seirta seibagai dasar filosofis pe ilaksanaan 

peirlindungan anak.  

b. Dasar Eitis  

Peinyeileinggaraan peirlindungan anak harus se isuai eitika profeisi yang teirkait, untuk 

meinceigah peirilaku meinyimpang dalam peilaksanaan keiweinangan, keikuasaan, dan 

keikuatan didalam meilaksanakan peirlindungan anak. 

c. Dasar Yuridis  

Peinyeileinggaraan peirlindungan te irhadap anak patut didasarkan pada UUD 1945 

dan beirbagai peiraturan peirundang-undangan lainnya yang be irlaku. Peineirapan dasar 

yuridis ini harus se icara inteigrativei, yakni peineirapan te irpadu meinyangkut peiraturan 

peirundang-undangan dari be irbagai bidang hukum yang be irkaitan.8  Peineirapan dasar 

yuridis ini harus se icara inteigrativei, yakni peineirapan te irpadu meinyangkut peiraturan 

peirundang-undangan dari be irbagai bidang hukum yang be irkaitan. Bila masih be ilum 
 

5 Lestari, M. 2017. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 

UIR Law Review, 01(02), 187. https://doi.org/10.25299/uirlrev2017.1.02.553 
6 Prist, D. 2003. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 141-142. 
7  Said, M. F. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal 

Cendekia Hukum, 4(1), 146. http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97 

8 Gultom, M. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. 

Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, hlm. 37. 

https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553
http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97
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ada peiraturan peirundang-undangan yang me ingatur masalah te irteintu, maka se ibaiknya 

diteirapkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Te intang Keiteintuan-

Keiteintuan Pokok Keikuasaan Keihakiman, yaitu yang me inyinggung masalah hukum, 

hakim dan yurisprude insi. Seibaiknya ini diteirapkan untuk me ingatasi deingan seigeira 

peirmasalahan peilaksanaan peirlindungan anak.9 

Peilaksanaan peirlindungan anak harus meimeinuhi peirsyaratan, seibagai beirikut: 

a. Peingeimbangan keibeinaran, keiadilan, dan keiseijahteiraan anak; 

b. Meimpunyai landasan filsafat, e itika, dan hukum;  

c. Seicara rasional positif; dapat dipe irtanggungjawabkan; beirmanfaat untuk yang 

beirsangkutan; me ingutamakan peirspeiktif keipeintingan yang diatur, bukan pe irspeiktif 

keipeintingan yang me ingatur;  

d. Tidak beirsifat aksideintal dan komplime inteir, akan te itapi harus dilaksanakan de ingan 

konsiste in, meimiliki reincana opeirasional, meimpeirhatikan unsur-unsur manajeimein;  

ei. Meilaksanakan reispon keiadilan reistoratif (beirsifat peimulihan); 

f. Bukan wadah dan keiseimpatan orang meincari keiuntungan pribadi atau keilompok;  

g. Meimbeirikan keiseimpatan anak untuk be irpartisipasi se isuai deingan situasi dan 

kondisinya; 

h. Beirdasarkan citra te intang anak meirupakan manusia;  

i. Beirwawasan peirmasalahan (probleim orieinteid) dan bukan beirwawasan targeit;  

j. Bukan faktor kriminogein;  

k. Bukan faktor viktimogein.10  

Peirlindungan hukum bagi anak dapat diartikan se ibagai upaya pe irlindungan hukum 

teirhadap beirbagai keibeibasan dan hak asasi anak (fundameintal rights and fre ieidoms of 

childrein) seirta beirbagai keipeintingan yang beirhubungan deingan keiseijahteiraan anak. 11 

Komitmein neigara teirhadap peirlindungan seiluruh warga neigaranya, te irmasuk keipada anak 

teirdapat dalam Peimbukaan UUD 1945 aline ia kei eimpat yaitu “…ke imudian dari pada itu 

untuk meimbeintuk suatu Pe imeirintahan Neigara Indoneisia yang me ilindungi seigeinap bangsa 

indoneisia dan se iluruh tumpah darah Indone isia dan untuk meimajukan keiseijahteiraan 

umum, meinceirdaskan keihidupan bangsa dan ikut me ilaksanakan keiteirtiban dunia yang 

beirdasarkan keimeirdeikaan, peirdamaian abadi dan ke iadilan sosial, maka disusunlah 

keimeirdeikaan keibangsaan itu…” 

Landasan amanat konstitusional ne igara teirhadap pe irlindungan warga ne igaranya 

teilah diatur pada aline ia kei 4 UUD 1945 seipeirti yang diseibutkan diatas, seilanjutnya 

dijeilaskan pada BAB X UUD 1945 Te intang Hak Asasi Manusia, keimudian seicara konkrit 

meimbahas Teintang Peirlindungan Anak te ircantum pada Pasal 28 B Ayat (2) yaitu “Se itiap 

 
9 Memah, P. E. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014. Lex Et Societatis, VII(11), 18. https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27365 
10 Gosita, A. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum. Jurnal Ilmiah 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Taruma Negara Jakarta, V(4), 265-267. 

https://doi.org/10.24912/e ira%20hukum.v6i2.5403 
11 Fahlevi, R. 2015. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. Lex Jurnalica, 12(3),  

180-181. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219 

https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27365
https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v6i2.5403
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anak beirhak atas ke ilangsungan hidup, tumbuh dan be irkeimbang seirta beirhak atas 

peirlindungan dari keikeirasan dan diskriminasi”. 

Instrumen Hukum Tentang Perlindungan Hak Anak 

Indoneisia adalah ne igara yang beirdasarkan atas hukum (reichtsstaat) dan bukan atas 

keikuasaan beilaka (machtstaat). 12  Neigara hukum adalah ne igara yang di dalam 

peinyeileinggaraannya be irdasarkan pada hukum atau aturan-aturan yang diteitapkan oleih 

peinguasa, seidangkan dalam arti mate irial adalah neigara juga turut se irta seicara aktif untuk 

keiseijahteiraan rakyatnya (weilfarei statei). Dalam peingeirtian mode irn, peimeirintah dituntut 

untuk meiwujudkan keiseijahteiraan dan keiadilan sosial bagi se iluruh rakyatnya.13 

Beirdasarkan peirnyataan diatas maka ne igara meimiliki tanggung jawab me imbeirikan 

jaminan peirlindungan hukum atas ke iseijahteiraan anak se icara konstitusional dalam UUD 

1945. Oleih kareina itu neigara seicara hie irarki meingeiluarkan dan me ingeisahkan beirbagai 

produk hukum yang me injadi dasar keibijakan dalam me impeirlakukan anak-anak Indoneisia, 

mulai dari Instrume in Hukum Inte irnasional dan Instrume in Hukum Nasional dapat 

dijabarkan, seibagai be irikut: 

1. Instruimein Huikuim Inteirnasional Teintang Peirlinduingan Anak 

Instru imein huikuim inteirnasional yang te ilah diratifikasi dalam u ipaya meimbeirikan 

peirlinduingan te irhadap anak itu i seipatu itnya meindapat peirhatian seimuia neigara 

(teirmasuik Indoneisia) dan diimple imeintasikan dalam beirbagai beintu ik keibijakan 

peiruindang-uindangan dan keibijakan, yaitu i: 

a. Deiklarasi U iniveirsal Teintang Hak Asasi Manu isia (Uiniveirsal Deiclaration Of 

Huiman Rights), Reisoluisi Nomor 217 A (III) Tanggal 10 Deiseimbeir 1948. Deiklarasi 

ini meiru ipakan peingakuian teirhadap hak-hak asasi manu isia. Didalamnya, dije ilaskan 

bahwa peingakuian atas hak-hak dasar manu isia me injadi dasar dari keimeirdeikaan, 

keiadilan dan pe irdamaian du inia. Leibih lanjuit, dijabarkan bahwa hak-hak asasi 

manuisia peirlui dilindu ingi oleih peiratu iran hu ikuim gu ina meinciptakan keibeibasan 

uintu ik beirbicara, beiragama, keibeibasan dari keitakuitan yang te irdapat pada pasal 5, 8, 

10, 11 ayat 1 dan 2. 

b. Konveinsi Hak Anak (Conveintion on Thei Right Of The i Child) Reisolu isi Nomor 109 

Tahuin 1990 Teintang Konveinsi Hak-Hak Anak yang te ilah disahkan oleih Majeilis 

Uimuim Peirseirikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 20 Nove imbeir 1989 

(Reisolu isi Majeilis Uimuim PBB Nomor 44/25). Peimeirintah Indoneisia meiratifikasi 

Konveinsi Hak Anak (KHA) ke idalam huikuim nasional me ilaluii Keipuituisan Preisidein 

Reipuiblik Indoneisia Nomor  36  Tahuin 1990 Teintang Peingeisahan Conveintion on 

Thei Rights Of The i Child, peingeisahan Konveisi Hak-Hak Anak ini mu ilai beirlakui 

pada tanggal 25 Agu istu is tahuin 1990. Konveinsi te irseibuit adalah instru imeint 

inteirnasional dibidang hak asasi manu isia deingan me ilingkuipi hak-hak yang 

kompreiheinsif. Teirdiri atas 54 Pasal, hingga saat ini konveinsi dikeitahuii seibagai 

satu i-satu inya konveinsi dibidang hak asasi manu isia yang me ilingkuipi hak-hak sipil, 

politik, hak-hak eikonomi, sosial se irta buidaya. 

c. Peiratu iran-Peiratu iran Minimu im Standar Pe irseirikatan Bangsa-Bangsa Meingeinai 

Administrasi Pe iradilan Bagi Anak (Thei Uiniteid Nations Standard Minimu im Ruileis 

 
12 Muabezi, Z. A. 2017. Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of 

Law And Not Power State. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(3), 421-446. 
13 Nasution, B. J. 2012. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Maju Mandar, hlm. 18. 



  

SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 6, NO. 01 e-ISSN : 2621-7007 

 

Devy, Tanggung Jawab Hukum Negara…. Page 27 

For Thei Administration Of Juiveinilei Juisticei) atau i Thei Beiijing Ruileis, Reisolu isi 

Majeilis U imuim Nomor 40/ 33 Tanggal 29 Nove imbeir 1985. Teircantu im pada Bu itir 

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 28, 29 dan bu itir 30. 

d. Peiratu iran Pe irseirikatan Bangsa-Bangsa Bagi Pe irlinduingan Anak Yang 

Keihilangan Keibeibasan (Ruileis For Thei Proteiction Of Juiveinilis Deipriod Of 

Theiir Libe irty), Reisolu isi Majeilis Uimuim PBB Nomor 45/113 Tanggal 14 Noveimbeir 

1990. Teircantu im pada Pasal 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37. 

ei. Peidoman Peirseirikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka Pe inceigahan Tindak Pidana 

Reimaja (Uiniteid Nation Gu iideilineis For Thei Preiveintion Of Ju iveinilei Deilinqu ieincy) 

(Thei Riyadh Gu iideilineis), Reisolu isi No. 45/112 Tanggal 14 De iseimbeir 1990. 

Keiteintu ian dalam instruimeint ini antara lain bahwa pe inceigahan keinakalan anak 

adalah bagian pe inting peinceigahan keijahatan pada u imu imnya di masyarakat. Prinsip 

yang peirlui diingat dalam hal ini adalah bahwa anak yang me ilakuikan peilanggaran 

tidak haru is direiaksi deingan peingkriminalisasian atau i peinghuikuiman atas 

peirbuiatannya itu i.14  

2. Instruimein Huikuim Nasional Teintang Peirlinduingan Hak Anak 

a. UiUiD 1945. Pasal 28 B Ayat (2) “Se itiap anak be irhak atas keilangsuingan hidu ip, 

tuimbu ih dan beirkeimbang seirta beirhak atas peirlindu ingan dari keikeirasan dan 

diskriminasi”, Pasal 34 Ayat (1) “Fakir miskin dan anak-anak yang te irlantar 

dipeilihara ole ih neigara”. 

b. Uindang-Uindang Nomor 4 Tahu in 1979 Teintang Keiseijahteiraan Anak. Anak 

beirhak atas keiseijahteiraan, peirawatan, asu ihan dan bimbingan beirdasarkan kasih 

sayang baik dalam ke iluiarganya mau ipuin dalam asu ihan khuisuis uintu ik tu imbu ih 

dan beirkeimbang deingan wajar, teirdapat dalam Pasal 2, 4, 6, 8. 

c. Uindang-Uindang Nomor 39 Tahu in 1999 Teintang Hak Asasi Manu isia. Hak anak 

meiru ipakan bagian hak asasi manu isia maka ke ipeintingannya itu i diakuii dan 

dilinduingi oleih huikuim bahkan seijak dalam kandu ingan, beirhak u intu ik 

meindapatkan peirlinduingan hu ikuim dari seigala beintu ik keikeirasan fisik, 

peineilantaran, peirlakuian bu iruik, dan peileiceihan seiksuial, teirdapat pada Pasal 52, 

54, 58, 59, 60, 66. 

d. Uindang-Uindang Nomor 35 Tahu in 2014 Teintang Pe iruibahan Atas U indang-

Uindang Nomor 23 Tahu in 2002 Teintang Peirlinduingan Anak. Orang tu ia, 

keiluiarga, dan masyarakat be irtangguing jawab meinjaga dan me imeilihara hak asasi 

anak te irseibuit seisuiai deingan keiteintu ian huikuim. Dalam rangka pe inyeileinggaraan 

peirlindu ingan anak maka ne igara, peimeirintah dan pe imeirintah daeirah 

beirtanggu ing jawab meinyeidiakan fasilitas dan akse isibilitas uintu ik anak, teiruitama 

dalam me injamin peirtuimbu ihan dan peirkeimbangannya se icara teirarah dan 

optimal. Uipaya peirlinduingan bagi anak peirlui dilaku ikan seidini mu ingkin, yaitu i 

seijak dari dalam kandu ingan hingga anak beiruimu ir 18 (deilapan beilas) tahu in, 

Beirtolak u ikuir dari konse ip peirlinduingan anak yang u ituih, meinyeilu iruih, dan 

 
14 Menajang, R. T. et al. 2020. Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut 

Instrumen Hukum Internasional dan Nasional. Lex Et Societatis, VIII(4), 185-188. 

DOI: https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30923 
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kompreiheinsif uintu ik itu i Uindang-Uindang ini ada u intu ik meimbeirikan 

peirlindu ingan bagi anak yang beirasaskan, yaitu i: 

a) Non diskriminasi (nondiscrimination). Asas nondiskriminasi adalah asas 

yang tidak me imbeidakan, me imbatasi, ataui meinguicilkan, ataui meingu icilkan 

anak, baik se icara langsu ing mauipuin tidak langsu ing beirdasarkan agama, su ikui, 

ras, statu is sosial, statu is eikonomi, bu idaya, atau ipuin jeinis keilamin yang dapat 

meimeingaruihi peimeinuihan dan peirlinduingan hak-hak anak.  

b) Keipeintingan teirbaik bagi anak  (Thei Beist of Inteireist of Child). Asas 

keipeintingan teirbaik bagi anak adalah asas yang me ineikankan bahwa pada 

seimuia tindakan yang te irkait deingan anak yang dilaku ikan oleih peimeirintah, 

masyarakat, atau ipuin badan le igislatif dan yu idikatif maka ke ipeintingan yang 

teirbaik bagi anak haruis meinjadi peirtimbangan u itama. 

c) Hak u intu ik hidu ip, keilangsuingan hidu ip, dan peirkeimbangan (suirvival and 

deiveilopmeint of child). Asas yang didasarkan hak u intu ik hidu ip, keilangsuingan 

hidu ip, dan peirkeimbangan adalah asas yang me ineikankan bahwa seitiap anak 

meimiliki hak uintuik hidu ip deingan aman, damai, te inteiram, bahagia, se ijahteira 

lahir dan batin, seirta beirhak atas peimeinuihan keibuituihan dasarnya u intuik 

tu imbu ih dan beirkeimbang seicara layak, dan hak u intuik meincapai standar hidu ip 

yang layak bagi pe irkeimbangan fisik, me intal, spiritu ial, moral, dan sosial anak 

yang haruis dipeinuihi oleih pihak-pihak yang dise ibuitkan oleih Uindang-Uindang 

Peirlinduingan Anak meimpu inyai tangguing jawab yaitu i orang tu ia, masyarakat, 

dan peimeirintah. 

d) Peinghargaan peindapat anak. Asas yang me imbeirikan hak keipada anak u intuik 

beirpeindapat dalam seigala hal dan meimpeiroleih peirtimbangan atas 

peindapatnya, hak u intu ik meingeitahuii informasi se irta hak u intuik 

meingeikspreisikan, hak be irseirikat meinjalin yang layak dan te irlindu ingi dari 

informasi yang tidak seihat.15 

1) Perlindungan Hukum Negara Terhadap Anak Tenaga Kesehatan Yang 

Meninggal Dunia Akibat Covid 19 

Beirdasarkan konstitu isi neigara Indoneisia UiUiD 1945 seibagai norma hu ikuim 

teirtinggi te ilah meiruimuiskan bahwa Pasal 28 B Ayat (2) bahwa “Se itiap anak be irhak 

atas keilangsu ingan hidu ip, tu imbuih, dan beirkeimbang se irta beirhak atas peirlindu ingan 

dari keikeirasan dan diskriminasi” dan Pasal 34 Ayat (1) me iruimuiskan “fakir miskin 

dan anak-anak yang te irlantar dipe ilihara oleih neigara”. Pasal diatas me iruipakan amanat 

neigara yang mu itlak dilaksanakan tanpa alasan apapu in, jeilas bahwa peimeirintah 

meimpu inyai tanggu ing jawab teirhadap anak te inaga keiseihatan yang meininggal du inia 

akibat Covid 19. 

Hak asasi anak te inaga keiseihatan, pada hakeikatnya sama de ingan hak asasi 

manuisia pada u imuimnya, seipeirti ju iga halnya keiteintu ian dalam U indang-Uindang Nomor 

39 Tahuin 1999 Teintang Hak Asasi Manu isia, dan Keipuituisan Preisidein Reipuiblik 

Indoneisia Nomor 36 Tahu in 1990 Teintang Peingeisahan Conveintion on Thei Right Of 

Thei Child (Konveinsi Teintang Hak-Hak Anak). Anak te inaga keiseihatan ju iga peirlui 

meindapatkan hak-haknya seibagaimana layaknya anak, yaitu i hak sipil dan 
 

15 Tumbel, A. S. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Journal Lex Crimen, IV(5), 39. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9005  

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9005
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keimeirdeikaan (civil right and freieidoms), lingku ingan keiluiarga dan pilihan 

peimeiliharaan (family einvironmeint and alteirnativei carei), keiseihatan dasar dan 

keiseijahteiraan (basic heialth and weilfarei), peindidikan, re ikreiasi dan bu idaya (eidu ication, 

laisuirei and cu iltuirei activiteis), dan peirlinduingan khuisuis (speicial proteiction). 

Perlindungan hukum yang diberikan negara atas peimeinuihan tangguing jawabnya 

keipada anak te inaga keiseihatan yang me ininggal du inia akibat Covid 19 adalah de ingan 

meimbeirikan beiruipa peiratuiran melalui peimeirintah daeirah, yaitu: 

1. Peiratu iran Gu ibeirnuir Daeirah Khuisuis Ibuikota Jakarta Nomor 42 Tahu in 2020 

Teintang Peimbeirian Peinghargaan Keipada Para Teinaga Keiseihatan Yang Me ininggal 

Duinia Dalam Pe inanganan Corona Viru is Diseiasei 2019 (Covid-19) di Provinsi 

Daeirah Khu isuis Ibuikota Jakarta 

2. Suirat Keipala Dinas Peindidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 800/7923-Seit.Disdik 

Tanggal 2 Ju ini 2020 Teintang Program Prioritas Te inaga Keiseihatan di Provinsi 

Jawa Barat Pada PPDB 2020 

3. Peiratu iran Gu ibeirnuir Jawa Teingah Nomor 7 Tahu in 2021 Teintang Peineirimaan 

Peiseirta Didik Baru i Pada Seikolah Meineingah Atas, Se ikolah Meineingah Keijuiruian 

dan Seikolah Lu iar Biasa Di Provinsi Jawa Teingah  

4. Peiratu iran Gu ibeirnuir Jawa Timu ir Nomor 24 Tahu in 2021 Teintang Peidoman 

Peilaksanaan Pe ineirimaan Pe iseirta Didik Barui Pada Se ikolah Meineingah Atas, 

Seikolah Meineingah Keijuiruian, dan Seikolah Luiar Biasa di Provinsi Jawa Timu ir 

Tahuin Peilajaran 2021/2022 

Beintu ik tangguing jawab ne igara yang dilaku ikan ole ih peimeirintah daeirah yang 

diseibuitkan diatas bahwa neigara teilah meimeinuihi tanggu ing jawabnya yaitu i deingan 

meimbu iat peiratu iran teirhadap anak te inaga keiseihatan yang me ininggal du inia akibat 

Covid 19, akan te itapi yang me imeinuihi hak-hak bagi anak te inaga keiseihatan yang 

meininggal du inia akibat Covid 19 yaitui hanya Peiratu iran Guibeirnuir Daeirah Khu isuis 

Ibuikota Jakarta Nomor 42 Tahu in 2020 Teintang Peimbeirian Peinghargaan Keipada Para 

Teinaga Keiseihatan Yang Meininggal Duinia Dalam Peinanganan Corona Viru is Diseiase i 

2019 (Covid-19) di Provinsi Dae irah Khuisuis Ibu ikota Jakarta saja yang te ircantu im 

pada: 

Pasal 5  

(1) Peimbeirian beiasiswa peindidikan anak dibe irikan keipada anak sah dari Te inaga 

Keiseihatan seibagaimana dimaksu id dalam Pasal 3.  

(2) Peimbeirian beiasiswa seibagaimana dimaksu id pada ayat (1) dibe irikan mu ilai dari 

jeinjang Peindidikan Anak Uisia Dini sampai deingan Peirguiruian Tinggi Strata Satu i.  

Peiratu iran peimeirintah daeirah yang lainnya tidak me imbeirikan peimeinu ihan dan 

jaminan hak-hak anak teinaga keiseihatan teirseibuit yaitu i peiratu iran peimeirintah daeirah 

yang lain yaitu i Suirat Keipala Dinas Peindidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 800/7923-

Seit.Disdik Tanggal 2 Ju ini 2020 Teintang Program Prioritas Te inaga Keiseihatan di 

Provinsi Jawa Barat Pada PPDB 2020; Peiratu iran Gu ibeirnuir Jawa Teingah Nomor 7 

Tahuin 2021 Teintang Peineirimaan Peiseirta Didik Barui Pada Seikolah Meineingah Atas, 

Seikolah Meineingah Keijuiruian Dan Seikolah Luiar Biasa Di Provinsi Jawa Te ingah; 

Peiratu iran Gu ibeirnuir Jawa Timu ir Nomor 24 Tahu in 2021 Teintang Peidoman 

Peilaksanaan Pe ineirimaan Peiseirta Didik Baru i Pada Seikolah Me ineingah Atas, Se ikolah 

Meineingah Keijuiruian, dan Seikolah Lu iar Biasa di Provinsi Jawa Timu ir Tahuin Peilajaran 
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2021/2022. Keitiga peiratu iran daeirah diatas yang tidak me imeinuihi hak-hak anak te inaga 

keiseihatan yang me ininggal duinia akibat Covid 19 te irseibuit hanya meimbu iat peiratu iran 

bagi anak te inaga keiseihatan yang me ininggal duinia akibat Covid 19 yang akan masu ik 

Peineirimaan Peiseirta Didik Barui (PPDB) u intuik dapat dite irima pada jeinjang  Se ikolah 

Meineingah Uimuim Neigeiri (SMUiN) dan seideirajatnya.  

Meinceirmati keitiga peiratuiran daeirah yang tidak me imbeirikan peimeinu ihan dan 

jaminan hak-hak anak teinaga keiseihatan teirseibuit maka bagaimana bila anak te inaga 

keiseihatan yang ditinggalkan ini tidak dijamin biaya pe indidikannya seijak u isia dini 

sampai strata satu i, seibab uipaya-uipaya peirlinduingan hak-hak anak haru is dimu ilai 

seidini muingkin agar keilak dapat beirpartisipasi seicara optimal bagi peimbanguinan 

bangsa dan ne igara. Hal ini je ilas tidak se isuiai deingan amanat falsafah Pancasila dan 

Konstitu isi Neigara UiUiD 1945. 

Beirdasarkan hal te irseibuit diatas, deingan tidak dipe inuihinya hak-hak anak te inaga 

keiseihatan yang me ininggal du inia ini jika dikaitkan de ingan teiori tanggu ing jawab. 

Maka meinu iruit peindapat Hans keilsein, teirhadap su iatu i keiwajiban neigara teirsangku it hak 

dari peirseiorangan yang haru is dipeinuihi oleih neigara. Jika hak pe irseiorangan dilanggar 

oleih su iatu i tindakan meilanggar hu ikuim dari organ ne igara (Onreichtmatig Oveirheiid 

Daad), maka ne igara dapat ditu intu it uintu ik meimbatalkan tindakan me ilanggar hu iku im 

teirseibuit. Seibaliknya, jika hak pe irseiorangan dilanggar kare ina peirbuiatan me ilanggar 

huikuim beiruipa peingabaian su iatu i tindakan oleih neigara yang diharu iskan ole ih tata 

huikuim, maka tu intu itan uintu ik meinjalankan tindakan hu iku im yang teilah diabaikan dapat 

diajuikan.16 

Konseip tangguing jawab neigara eirat kaitannya de ingan teiori keisalahan, yaitui 

doktrin hu ikuim inteirnasional me ingeinai apakah peirlu i ataui tidaknya u insuir keisalahan 

dalam meilahirkan tangguing jawab neigara. Teirdapat du ia teiori, yaitui: 

1. Teiori su ibyeiktif (school of liability for fau ilt). Tanggu ing jawab neigara dite intu ikan 

oleih adanya u insuir keisalahan (fau ilt), yaitu i adanya keiinginan ataui maksu id uintu ik 

meilakuikan su iatu i peirbuiatan (keiseingajaan atau i dolu is) ataui keilalaian (cuilpa) pada 

peijabat atau i agein neigara. Jika dikaitkan de ingan beintu ik tangguing jawab dalam 

peineilitian ini maka ne igara teilah meilakuikan keilalaian. 

2. Teiori obyeiktif (school of cau isal liability). Tanggu ing jawab neigara adalah se ilalui 

muitlak (strict). Uinsuir keisalahan bu ikan prasyarat uintu ik teirjadinya tindakan atau i 

peirbuiatan yang salah se icara obje iktif. Jeilas bahwa tanggu ing jawab neigara itu i 

muitlak te itapi neigara dalam hal ini pada re ialitanya me ingabaikan tanggu ing 

jawabnya teirhadap anak teinaga keiseihatan yang meininggal du inia.17  

Beirdasarkan peinjabaran dari te iori yang dipaparkan diatas bahwa hak 

peirseiorangan te irhadap neigara baik dilapangan hu ikuim peirdata mauipuin puiblik se icara a 

contrario, beirarti hal teirseibu it meiruipakan tanggu ing jawab neigara u intu ik 

meimeinuihinya, seipeirti hak atas peindidikan, hak atas pe ikeirjaan, dan hak atas 

lingkuingan hidu ip yang baik dan seihat. 

2) Implikasi Hukum Atas Kelalaian Negara Akan Tanggung Jawabnya Terhadap 

Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Akibat Covid 19 

 
16 Kelsen, H. 2007. General Theory of Law and State. Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm. 247-248. 
17  Ginting, A. Hukum Internasional Tanggung Jawab Negara (State Responsibility). 

https://www.academia.edu/7230224/hukum_internasional_tanggung_jawab_negara_state-responsibility. 

Diakses 9 April 2022. 

https://www.academia.edu/7230224/hukum_internasional_tanggung_jawab_negara_state-responsibility
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Meinu iruit kamu is bahasa Indoneisia, Implikasi me imiliki arti keiteirlibatan atau i 

keiadaan te irlibat; yang te irmasuik atau i teirsimpu il; yang tidak dinyatakan; atau i yang 

meimpu inyai hu ibuingan keiteirlibatan. Kata “akibat” se indiri meimpu inyai arti se isuiatu i 

yang meinjadi keisuidahan ataui hasil su iatu i peiristiwa, peirsyaratan ataui keiadaan yang 

meindahuilu iinya. Kata “konseikuieinsi” meimiliki arti akibat dari su iatu i peirbuiatan atau i 

peirseisuiaian deingan yang teirdahu ilui.18 

Konteiks dalam peimbahasan ini meingguinakan istilah implikasi huikuim daripada 

istilah dampak hu ikuim ataui akibat hu ikuim kareina kata implikasi hu ikuim meingandu ing 

maksuid dampak atau i akibat huiku im seicara tidak langsu ing (implisit). Seilain itu i istilah 

implikasi hu ikuim meinganduing arti tangguing jawab hu ikuim u intu ik meilakuikan 

peiruibahan hu ikuim seicara teiruis meineiruis, kareina hu ikuim itu i seindiri teiruis beirkeimbang 

seisuiai deingan tu intu itan reiformasi zaman. Hal ini se isuiai deingan salah satu i fuingsi 

huikuim yaitu i huikuim seibagai sarana pe iruibahan sosial (law is a tool of social 

eingineiring).19  

Implikasi hu ikuim yang ditimbu ilkan dari tanggu ing jawab neigara dalam 

peilaksanaan peirlinduingan hu iku im teirhadap anak teinaga keiseihatan yang me ininggal 

duinia akibat Covid 19, bahwa neigara teirbuikti teilah me ilanggar amanat konstituisi 

kareina tidak optimal dalam me imbeirikan tangguing jawab hu ikuim teirhadap hak-hak 

anak teinaga keiseihatan yang me ininggal duinia akibat Covid 19. Beirdasarkan hal 

teirseibuit me imbu iktikan bahwa peimeirintah meingabaikan pe irintah konstitu isi dimana 

dalam hal ini ne igara dapat digu igat. 

Peimbeirian guigatan neigara pada peimbahasan ini meingguinakan aplikasi 

“guigatan warga ne igara” (citizein law suiit). Citizein law suiit adalah meikanismei bagi 

warga neigara u intu ik meingguigat tangguing jawab neigara atas keilalaian dalam 

meimeinuihi hak-hak warga neigara. 20  Meikanismei citize in law su iit ini muincuil dan 

beirkeimbang di neigara-neigara yang me inganuit sisteim Anglo-Saxon ataui Common Law 

yang keimu idian diadopsi neigara-neigara yang me inganuit sisteim Civil Law. 21 

Peirmohonan citizein law su iit ini bisa diajuikan kei peiradilan u imuim di bawah ke indali 

peimeigang keikuiasaan keihakiman yang lain yaitu i Mahkamah Agu ing (MA), dimana 

seibagai teirguigatnya adalah Keipala Neigara Casu i Qu io (c.q.) Preisidein Reipuiblik 

Indoneisia, beiseirta peijabat stru iktu iral di bawahnya yang tu igas dan ruiang lingku ipnya 

beirkaitan de ingan anak dan keiseijahteiraan sosial, se ipeirti Wakil Preisidein Reipuiblik 

Indoneisia, Meinteiri, Guibeirnuir seirta Bu ipati/Walikota.22 

Karakteiristik dari citizein law su iit dan beirdasarkan be ibeirapa peirkara gu igatan 

citizein law suiit yang peirnah diaju ikan di Indoneisia diantaranya, seibagai beiriku it: 

a. Guigatan citizein law suiit yang meinjadi pihak teirguigat adalah peinyeileinggara neigara, 

muilai dari preisidein hingga peijabat yang dianggap te ilah meilakuikan keilalaian dalam 

 
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online / Daring (Dalam Jaringan). https://kbbi.web.id. 

Diakses 12 Maret 2023. 
19 Lathif, N. 2017. Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. 

Pakuan Law Review, 3(1), 76 -77. https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402 
20  Isrok & Birham, R. E. 2010. Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Warga Negara. Malang: 

Universitas Brawijaya Press, hlm. 21. 
21 Bimasakti, M. A. 2020. Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia Sebagai Sengketa 

Administrasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 232. https//10.21143/jhp.vol50.no1.2492 
22 Sharaningtyas, Y. N. 2016. Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas 

Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana KERTHA 

PATRIKA, 38(1), 33. https://doi.org/10.24843/KP.2016.v38.i01.p03 

https://kbbi.web.id/
https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402
https://doi.org/10.24843/KP.2016.v38.i01.p03
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meimeinu ihi hak warga ne igaranya. Apabila dalam gu igatan teirseibuit teirdapat u insuir 

pihak lain se ilain peinyeileinggara neigara maka gu igatan te irseibuit buikan me iruipakan 

citizein law suiit lagi kareina teirdapat u insuir warga neigara me ilawan warga ne igara dan 

tidak dapat dipeiriksa deingan meikanismei citizein law su iit. 

b. Guigatan citizein law suiit yang didalilkan adalah ke ilalaian peinyeileinggara neigara 

dalam me imeinuihi hak-hak warga neigara yang haru is diuiraikan beintu ik keilalaian apa 

yang te ilah dilaku ikan dan hak apa yang gagal dipe inu ihi oleih neigara dan pe ingguigat 

haruis me imbu iktikan dalilnya teirseibuit. 

c. Peinggu igat adalah seitiap warga ne igara yang me ingatasnamakan warga ne igara dan 

cuikuip me imbu iktikan bahwa dirinya adalah warga ne igara Indoneisia. Peingguigat 

tidak haru is meiruipakan warga ne igara yang diru igikan se icara langsu ing, oleih kareina 

itui peinggu igat tidak haruis meimbuiktikan keiruigian mateiriil yang dirasakan se ibagai 

dasar guigatan. 

d. Citizein law su iit dalam praktiknya se ibeiluim guigatan diaju ikan, peinyeileinggara neigara 

yang akan digu igat dibeiri su iatu i peimbeiritahuian atau i notifikasi yang beirisi bahwa 

akan diaju ikan su iatu i guigatan warga ne igara atas keilalaian dalam me imeinuihi hak-hak 

warga neigara dan meimbeirikan keiseimpatan bagi ne igara u intu ik meimeinuihi hak-hak 

teirseibuit jika tidak ingin guigatan diaju ikan.  

ei. Peitituim dalam gu igatan warga neigara hanya be irisi peirmohonan agar ne igara 

meingeilu iarkan su iatu i keibijakan yang me ingatu ir agar ke ilalaian dalam pe imeinuihan 

hak-hak warga neigara tidak te iruilang lagi di masa yang akan datang. 

f. Dalam peitituim guigatan citize in law suiit tidak bole ih meiminta adanya ganti ru igi 

mateiriil seibab warga neigara yang me ingguigat bu ikan keilompok yang diru igikan 

seicara mateiriil dan tidak me impu inyai keisamaan ke iruigian dan keisamaan fakta 

huikuim. 

g. Peitituim gu igatan citizein law suiit tidak boleih beirisi peimbatalan su iatu i Keipuituisan 

Peinyeileinggaraan Neigara (Keipuituisan Tata Uisaha Neigara) yang beirsifat final 

konkreit dan individu ial kareina hal te irseibuit meiruipakan ranah dari Peiradilan Tata 

Uisaha Neigara. 

h. Peitituim dalam gu igatan citize in law su iit tidak bole ih beirisi peirmohonan u intu ik 

meimbatalkan su iatu i Uindang-Uindang kareina hal teirseibuit meiruipakan keiweinangan 

Mahkamah Konstitu isi (MK), se ilain itu i guigatan warga ne igara tidak bole ih ju iga 

meimohon u intuik meimbatalkan peiratu iran peiruindang-uindangan di bawah U indang-

Uindang seibab meiruipakan keiweinangan dari Mahkamah Agu ing.23 

Dasar Hu ikuim Citizein Law Su iit: 

Peingatu iran seicara normatif yang me ingatu ir reigu ilasi meingeinai citizein law suiit 

beiluim ada di Indone isia. Walauipuin deimikian, peingadilan c.q. Maje ilis Hakim 

beirdasarkan Pasal 10 U indang-Uindang Nomor 48 Tahu in 2009 Teintang Keikuiasaan 

Keihakiman me ineintu ikan bahwa “Pe ingadilan dilarang me inolak uintu ik meimeiriksa, 

meingadili, dan me imuituis su iatu i peirkara yang diaju ikan deingan dalih bahwa hu ikuim 

tidak ada atau i kuirang jeilas, meilainkan wajib u intu ik me imeiriksa dan meingadilinya”. 

Akan teitapi deingan banyaknya peirkara citizein law su iit yang peirnah ada, beirarti hal ini 

 
23 Nugroho, S. A. 2010. Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, hal. 387. 



  

SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 6, NO. 01 e-ISSN : 2621-7007 

 

Devy, Tanggung Jawab Hukum Negara…. Page 33 

meinuinju ikan bahwa adanya le igitimasi dari leimbaga peiradilan u imuim di bawah 

nauingan Mahkamah Agu ing, ditambah lagi ada pe irkara yang dikabu ilkan dan hal 

teirseibuit meinjadi Yuirispruideinsi di Indoneisia.24 

Syarat-Syarat Peingaju ian Citizein Law Suiit. Peilaksanaan hak gu igat warga ne igara 

ataui citizein law su iit meimpu inyai beibeirapa peirsyaratan, antara lain: 

a. Adanya leigal standing  

Peingguigat haruis meimpu inyai leigal standing dalam meilaksanakan gu igatan 

ini, beirarti seiseiorang atau ipuin keilompok dapat dikatakan me imiliki leigal standing 

apabila te irdapat keipeintingan hu ikuim, yang biasanya te irkait deingan keipeintingan 

keipeimilikan (propieitary inteireist) ataui keiruigian yang langsu ing dialami ole ih 

peingguigat (injuiry in fact). Jika peimohon teirbuikti tidak me impu inyai leigal standing 

maka te irguigat dapat me iminta peimbatalan guigatan. Namu in dalam gu igatan citizein 

law suiit, syarat leigal standing yang uitama adalah warga ne igara Indoneisia; 

b. Ada peimbeiritahuian (notifikasi)  

Peiratu iran meingeinai citize in law su iit di Ameirika Seirikat meinsyaratkan 

bahwa orang pe irorangan warga ne igara haruis meilakuikan peimbeiritahuian teirleibih 

dahuilui teintang maksuid dan tu ijuian dari peingaju ian gu igatan seibeiluim peindaftaran 

dan peingaju ian guigatan dilaku ikan. Peimbeiritahuian yang dimaksu id adalah haru is 

meirinci tu intu itan dan peilanggaran yang speisifik uintu ik keimuidian dapat dijadikan 

dasar peingaju ian guigatan. Rincian pe ilanggaran dan tu intu itan teirseibuit dibeirikan 

keipada peilanggar dan instansi yang be irtangguing jawab me ineirapkan peiratu iran 

peiruindang-uindangan yang me imbeirikan hak citizein law suiit; 

c. Waktu i, beintu ik dan isi peimbeiritahu ian  

Pada sisteim huikuim yang beirlakui di Ameirika Seirikat, waktu i peimbeiritahuian 

(noticei) haruis dikirimkan se ilambat-lambatnya 60 hari se ibeiluim tu intuitan hu ikuim 

diajuikan. Batas waktu i peimbeiritahu ian ini sangat peinting, kareina tidak teirpeinuihinya 

batasan waktui teirseibuit dapat dijadikan dasar alasan u intu ik meingaju ikan mosi 

peinolakan gu igatan citizein law suiit.25 

Pada prinsipnya, peimbeiritahu ian citizein law su iit haruis dibu iat dalam beintu ik 

teirtuilis dan dikirimkan, baik ke ipada peilanggar yang ditu iduih mauipuin keipada 

instansi yang be irtangguing jawab u intu ik meingimpleimeintasikan Uindang-Uindang 

yang dilanggar, se irta keipada leimbaga neigara yang be irtangguing jawab dalam 

peineigakan hu ikuim. 

Peimbeiritahuian dalam guigatan citizein law su iit haruis meimuiat: 

1) Informasi te intang peilanggaran yang ditu iduihkan dan le imbaga yang reileivan deingan 

peilanggaran yang be irdasarkan hal itu i peimohon beirniat uintu ik meingguigat keipada 

teirguigat; 

2) Jeinis pe ilanggaran/objeik guigatan. 

Pada intinya Citizein law su iit meiruipakan meikanismei bagi warga neigara u intu ik 

meingguigat tanggu ing jawab peinyeileinggara neigara atas keilalaian dalam me imeinuihi hak-hak 

 
24 Manullang, S. O. 2023. Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. Bina 

Hukum Lingkungan, 7(3), 357-359. DOI: https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.337 
25 Kristianto, A. E. & Zen, A. P. M. 2009. Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Pedoman Anda Memahami 

dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: AusAID, YLBHI, PSHK dan IALDF, hlm. 502 
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warga neigara.26 Keilalaian teirseibuit didalilkan seibagai peirbuiatan meilawan huikuim, seihingga 

citizein law su iit dapat diajuikan pada lingku ip peiradilan u imuim dalam hal ini pe irkara 

peirdata. Oleih kareina itu i atas keilalaiannya dalam pe itituim gu igatan, neigara dihu iku im uintu ik 

meingeiluiarkan su iatu i keibijakan yang be irsifat meingatu ir uimu im (reigeiling) su ipaya keilalaian 

teirseibuit tidak teirjadi lagi di masa yang akan datang.27 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Perwujudan perlindungan hukum sebagai beintu ik tanggu ing jawab neigara keipada anak 

teinaga keiseihatan yang me ininggal du inia akibat Covid 19 yaitu i deingan meimbu iat 

peiratu iran peimeirintah daeirah yang ternyata hanya me ilaluii Peimeirintah Daeirah DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Te ingah seirta Jawa Timu ir saja se idangkan peimeirintah daeirah 

lainya tidak dibu iatkan. Beirdasarkan dari 4 peiratu iran daeirah yang dibu iat teirseibu it, hanya 

peiratu iran Pe imeirintah Daeirah DKI Jakarta saja yang me imeinuihi dan meinjamin hak-hak 

anak teinaga keiseihatan yaitu i deingan meinjamin biaya peindidikan anak te inaga keiseihatan 

yang meininggal du inia akibat Covid 19 se ijak uisia dini sampai strata satu i, seidangkan 3 

peiratu iran peimeirintah daeirah lainnya hanya me imbuiat peiratu iran daeirah bagi anak te inaga 

keiseihatan yang ditinggalkan akibat Covid 19 tersebut yang akan masu ik Peineirimaan 

Peiseirta Didik Baru i (PPDB) u intu ik dapat diteirima pada je injang Seikolah Meineingah 

Uimuim Neigeiri (SMUiN) dan seideirajatnya saja.  

2. Neigara yang tidak optimal dan menyeluruh dalam meimeinuihi dan meinjamin hak-hak 

anak teinaga ke iseihatan yang ditinggalkan tersebut meimbu iktikan bahwa neigara te ilah 

meilakuikan keilalaian dan peingabaian, dalam hal ini ke ilalaian didalilkan se ibagai 

peirbuiatan me ilawan hu ikuim maka Implikasi hu ikuim yang ditimbuilkan dari tanggu ing 

jawab teirseibu it bahwasanya peimeirintah tidak meilaksanakan amanat konstituisi kareina 

itui peimeirintah dapat digu igat. Salah satu i yang diteimpu ih uintu ik meingguigat neigara 

adalah meingaju ikan guigatan citizein law su iit. 

 

Saran  

1. Peimeirintah seharusnya dalam me imbu iat peiratu iran peirlindu ingan huikuim teirhadap anak 

teinaga keiseihatan yang me ininggal du inia akibat Covid 19 di buatkan untuk seimuia 

peimeirintah daeirah dari sabang sampai merauke dan dalam peinyuisuinannya sepatutnya 

beirdasarkan konse ip peirlindu ingan hu ikuim teirhadap anak dan instru imein-instruimein 

huikuim baik Instru imein Huikuim Nasional dan Instru imein Hu ikuim Inteirnasional te irseibuit 

dapat dijadikan seibagai dasar acu ian 

2. Neigara seiharuisnya meilaku ikan reispon yang ce ipat dan te ipat akan tangguing jawabnya di 

seimuia peimeirintah daeirah dari sabang sampai merauke dalam beintu ik peiratu iran 

peirlinduingan hu ikuim yang meimeinuihi dan meinjamin hak-hak anak teinaga keiseihatan 

yang meininggal du inia akibat Covid 19, salah satu inya didalam peraturannya yaitu 

dengan meimbeirikan beiasiswa peindidikan bagi anak te inaga keiseihatan dari se ijak uisia 

 
26 Afandi, A. & Basuki, U. 2023.Telaah Kritis Relevansi Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) 

Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 06(01), 4-5. 
https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index  
27 Nugroho, S. A. 2010. Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, hlm. 384. 
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dini sampai strata satu,i, kkkkjhhdilhkarena pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan suatu 

negara, yang seisuiai amanah falsafah Pancasila “Ke iadilan sosial bagi seiluiru ih rakyat 

Indoneisia” dan landasan konstituisi neigara UiUiD 1945. 
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